BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LUMAJANCG
NOMOR 51 TAHUN 2018

TENTANCG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAFPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGOARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG,

Menimbang ; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penvelenggaraas

Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lumajang Tahun 2018 Nomor 12), perlu membentuk Peraturan Bupat
tentang Fenjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Tahun Anggaran 2018 scbagai landasan operasional
pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Angparan 2018

. Undang-Undarig Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9] sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2730) ;

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851},

3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286):

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomaor
5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan
Pengelolaaan dan Tanggung Jawab Kevangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesin Tahun 2004 Nomor 57 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 4393):
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoneaia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah




8. Udang-Unda.ng Nomor B- Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049),

9. Undang'—l.indang' Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomar 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nemor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

12 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578),

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan

~ Keuangan kepada Partal Politike (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
 Indonesia Nomor 4972);

pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

ntahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

¢ 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

A

|

G DT



20,

.41

22,

23,

24

25.

26.

27.

28.

29,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
Pengelompokan Kemampunan heuangan Daerah serta

2012 Nomor 5; Tambahan lembaran Negara R
Nomor 5272);

peraturan Pemerintah Nomer 30 Tahun 2011
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
59, Tambahan Lembaran Negara Republik
5219);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahurt 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5533),
Peraturan Pernerintah Nomor 43 °
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 T
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Tambahan Lembaran Negaqra Republik Indonesia Nomor 5539}
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negaqgra Republk
Indonesia Nomor 5717),

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negaqra Republik Indonesia Nomor 5558),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor
22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negaqra Repubhk
Indonesia Nomor 5694,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
\Tilhun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 6057];

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubali terakhir dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011;

' Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bm*sumbe}
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2012;

Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja h-‘mﬁﬂ;

tentang FPinjaman
Tahun 2011 Nomor
Indonesia Nomor

lrahun 2014 tentang Peraturan
ahun 2014 tentang Desa
Nomor 123,

Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah  dengan

Peraturan Menter! Dalam Negerl Nomor 134 Talhun 2017

Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana Operasional;

tentang
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Menetapkan : PERATURAN BUPATI

TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
semula berjumlah Rp2.259.749.834.932,00 berkurang sejumlah
Rp9.691.060.789.53  sehingga menjadi Rp2.250.058.774.142,47
dengan rincian sebagai berikut

1. Pendapatan
a. Semula Rp 2.048.029,834.932,00
b. Bertambah Rp 46,086.677.367,30
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 2.094.116.512.299,30
2. Belanja
a. Semula Rp 2.259.749.834.932,00
b. Berkurang Rp (3.130.213.313,53)
Jumlah belanja setelah perubahan Rp 2.256.619.621.618,47
Defisit setelah perubahan Rp 49 216.890.680,83

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1} Semula Rp 211.720.000.000,00
2) Berkurang Bp  (49.216.890.680,83)
Jumlah penerimaean pembiayaan Rp 162.503.109.319,17

setelah Perubahan
b. Pengeluaran

1) Semula Rp 7.530.000.000,00

2) Bertambah Rp 970.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan Rp 8.500.000,000,00
setelah perubahan
Jumlah pembiayaan netto setelah Rp 162.503.109.319,17
perubahan
S1sa lebih perhitungan anggaran Rp 0,00

tahun berjalan setelah perubahan
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran | Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
‘I‘a.lj.un Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirine
lebih lanjut dalam Lampiran Il Peraturan Bupati ini.

Pasal' 4

Daftar Nama dan Alamat penerima Hibah dan Bantuan Sosial
sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1l dan Lampiran [V
Peraturan Bupati ini.
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merupakan bagian yang Peratiis
Pasal f
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 4an
Bt:]J]'IJ't Daerah Talbun ANgEgaran 2018 cdhituangear ebin [EAnjul daiarm
Weria Perangkat Dasrdan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuar & :
- PR e g, =
sesual dengan keterntuan pe rundair E-URL JI||'_L'_-iII yang Deriagu

Pasal 4

Peraturan Bupati ini ..znl_u.J~I berlaku pada tanggal diundangss
..'E'lEL*lT hﬂti._l|l Qrang |1'1-'||L'_fI.'-1|II_I||.:,.-'..|_ memeriniar kan peEnundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya daldy = Lyacran

Kabupaten Lumajang

Ditetapkan di Lumajang

Diundangkan di Lumajang

pad% 3 Oktober 2018
AH f‘(:ﬂ R"\
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SERRETARIS DAERAH
N LUMAJANG
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NIP. 19651217 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2018 NOMOR 51
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